
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PtrNDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 384 lPl2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LAYANAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a

b

C

d

e

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6O Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional, peraturan yang mengatur mengenai jabatan
fungsional dosen harus disesuaikan paling lama 5 (lima)
tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun
2023 tentang Jabatan Fungsional diundangkan;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2\

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O23 tentangJabatan
Fungsional, penilaian angka kredit pada jabatan
fungsional dosen dilaksanakan paling lambat 3O (tiga
puluh) Juni 2023;
bahwa saat ini belum terbit peraturan mengenai jabatan
fungsional dosen yang telah disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentangJabatan
Fungsional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, mengakibatkan
terjadinya kekosongan hukum dalam pembinaan dan
pengembangan karier jabatan dosen;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum akibat
kekosongan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf
d, telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2O9 lPl2O24
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan
Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
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bahwa untuk kelancaran dan kepastian layanan
pembinaan dan pengembangan profesi karier dosen,

beberapa materi dalam Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2O9 lPl2O24
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan
Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen

sebagaimana dimaksud dalam huruf e perlu
disempurnakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan
Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL2 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O12 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO9 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Ta}:.l.:.r:, 2O2l tentang

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92
Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka Kreditnya fBerita Negara Republik Indonesia Tahun
20 14 Nomor 1337);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2O2l tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O24 Nomor 198);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 lentang Satu Data

Mengingat
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,

DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN LAYANAN PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER DOSEN.

Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan layanan
pembinaan profesi dan karier dosen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
2O9 lPl2O24 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan
Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2O24

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Kementerian Pendidikan, Kebuda

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum

Ineke ndraswati
NrP 1 97809262000 12200 |

yaan, Riset, dan Teknologi,

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 666);

B. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tah.un 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O23 tentang Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54);

1O. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun
2023 ter.tang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan
Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nornor 4941;
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Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
 
TTD.
 
Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001
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SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 384|P12024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LAYANAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN

KARIER DOSEN

LATAR BELAKANG
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional diperlukan adanya penyesuaian prosedur proses kenaikan
jabatan akademik dosen. Jabatan akademik merupakan kedudukan
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam
pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat
mandiri.

Penyusunan petunjuk teknis perlu dibuat untuk memastikan proses
kenaikan jabatan akademik dosen bisa berjalan dan pengaturan ini
mengatur proses pemutakhiran data dosen yang akan mendukung
proses kenaikan jabatan akademik dan pelaksanaan kinerja dosen
sehingga layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier
dosen bisa berjalan dengan baik.

CAKUPAN LAYANAN DOSEN
Cakupan dalam layanan dosen meliputi:
1. pendaftaran dan pemutakhiran data dosen;
2. pengangkatan pertama dosen pegawai negeri sipil (PNS) ke dalam

jabatan akademik, yang terdiri atas:
a. pengangkatan pertama dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
b. perpindahan dari jabatan fungsional lain;

3. pengelolaan kinerja dosen, terdiri atas:
a. pengaturan pengelolaan kinerja dosen;
b. pengaturan pengelolaan kinerja dosen PNS; dan
c. sanksi;

4. proses kenaikan jabatan akademik dosen, meliputi:
a. persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen;

1) persyaratan yang harus dipenuhi perguruan tinggi; dan
2\ persyaratan yang harus dipenuhi dosen;

b. alur proses, meliputi:

B
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1) tahapan proses pengajuan bagi lektor kepala (LK) dan

Guru Besar (GB); dan
2) tahapan proses pengajuan bagi asisten ahli (AA) dan lektor

(L);

c. linimasa pelaksanaan proses kenaikan j abatan akademik
dosen untuk LK dan GB;

d. pedoman penyesuaian Penilaian Angka Kredit (PAK) Konversi
setelah proses kenaikan jabatan akademik
1) pedoman PAK dosen PNS;

2) pedoman PAK dosen bukan ASN; dan
3) pendelegasian proses penetapan PAK Konversi; dan

e. pengaturantambahan.

PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DOSEN
1. Berdasarkan jenisnya, dosen terdiri atas:

a. dosen tetap; dan
b. dosen tidak tetap.

2. Berdasarkan status kepegawaiannya, dosen tetap sebagaimana
disebutkan dalam angka t huruf a terdiri atas:
a. dosen tetap ASN;

1) dosen tetap CPNS PNS Jabatan Fungsional (JF) dosen;
2) dosen tetap PNS JF dosen; dan
3) dosen tetap Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) JF Dosen yang diangkat dalam waktu tertentu;
b. dosen tetap bukan ASN;

1) dosen tetap bukan ASN yang diangkat secara tetap;
2l dosen tetap bukan ASN yang diangkat dalam waktu

tertentu.
3. Dosen tidak tetap sebagaimana disebutkan dalam angka t huruf b

merupakan dosen dengan status kepegawaian tidak tetap di
perguruan tinggi.

4. Pengelompokan definisi serta hak dan kewajiban dosen tetap, dosen
tidak tetap, dan pengajar nondosen merujuk ke tabel berikut:

Tidak perlu
memenuhi
kompetensi dosen.

Dosen yang bekeda
dengan pe{anjian
kerja bersifat paruh
waktu pada Perguruan
Tinggi.

Dosen yang bekerja
tetap atau dengan
pe{anjian kerja
bersifat penuh
waktu pada
Perguruan Tinggi.

Pengajar yang
mengajar di
Perguruan Tinggi

Magister atau
Doktor atau
disetarakan.

Magister atau Doktor
atau disetarakan.

Sadana atau
Magister atau
Doktor.

Memenuhi
kompetensi dosen
di Jabatan
Akademik tertentu.

Memenuhi kompetensi
dosen di Jabatan
Akademik tertentu.

Dosen Tetap Dosen Tidak Tetap Pengajar Nondosen

Deskripsi

Kualifikasi
Akademik

I

Kategori

Kompetensi
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Berhak selama
memenuhi syarat.

Berhak selama
memenuhi syarat.

Tidak berhak.

Memenuhi. Memenuhi. Memenuhi.

Memenuhi. Memenuhi. Memenuhi.

Penuh waktu (tetap
atau waktu
tertentu).

Paruh waktu. Penuh
waktu/paruh
waktu.

Perguruan tinggi.

Melaksanakan
tridharma secara
penuh (12-16 sks)

Melaksanakan
tridharma secara
paruh waktu

Hanya bisa
mengajar,
meskipun mungkin
ada keinginan
meneliti dan/atau
pengabdian kepada
masyarakat.

Bisa mendapatkan
penugasan (contoh:
pimpinan
perguruan tinggi,
dekan dll).

Mempunyai jabatan
akademik (selama
aktif sebagai dosen)

Terikat kode etik
dosen.

Terikat kode etik
dosen.

Tidak terikat kode
etik dosen.

Berhak
mendapatkan
pengembangan
karier oleh
perguman tinggi.

Tunjangan Profesi
dan Tunjangan
Kehormatan sesuai
peraturan
perundang-
undangan.

Tunjangan sesuai
yang ditetapkan
Perguruan Tinggi.

Tunjangan sesuai
yang ditetapkan
Perguruan Tinggi.

Dosen Tetap Dosen Tidak Tetap Pengajar Nondosen

Sertifikat
Pendidik

Sehat Jasmani
dan Rohani

Kualifikasi
yang
disyaratkan Pf
tempat
bertugas

Ikatan Kerja
sebagai Dosen

Instansi
Kepegawaian

Status
Kewajiban
Tridharma

Jabatan
Akademik

Kode Etik

Pengembangan
Karier Jabatan
Akademik

Tunjangan

5

6

Pendaftaran dosen harus mengikuti kaedah definisi yang
dituangkan pada angka 4 dan mendapatkan nomor induk pendidik
dan tenaga pendidik sesuai definisi dari dosen.
Perguruan tinggi harus memutakhirkan data dosen yang sudah
terdaftar di sistem informasi sumberdaya terintegrasi (SISTER)
sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 meliputi:

Kategori

Tugas
Tambahan

---l

I
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a. pemutakhiran jenis dosen sesuai deltnisi yang tertuang dalam
angka 4;

b. pemutakhiran data profil dosen termasuk:
1) pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK)

dosen menyesuaikan dengan data yang tercatat di Data
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);

2\ pemutakhiran data jabatan akademik dosen; dan
3) pemutakhiran data rumpun ilmu.

PENGANGKATAN PERTAMA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM
JABATAN AKADEMIK
1. Pengangkatan pertama dari CPNS menjadi PNS

Bagi dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Dosen maka dilakukan pengangkatan pertama
oleh perguruan tinggi/kementerian iain. Syarat pengangkatan
pertama meliputi:
a. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dan memiliki

ijazah doktor atau yang sederajat mengacu pada Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

b. memiliki pengalaman kerja sebagai dosen (baik Dosen PPPK,

dosen tetap bukan ASN, atau dalam masa CPNS) atau tenaga
pendidik selama minimal 1 (satu) tahun;

c. karya ilmiah di jurnal nasional, prosiding terindeks basis data
internasional bereputasi, dan jurnal internasional bereputasi:

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka
kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

Pemberian angka kredit dosen CPNS menjadi PNS diberikan sesuai
dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023
tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan

1 Asisten
AhIi

S S S

2 kktor W S S S

No Jabatan
Akademlk Jurnal

Internasional
bereputasi

Jurnal
Internasional

Persyaratan Khusus Karya Ilmiah

Jurnal
Nasional

Terakreditasi
Pering&at 3 ,

atau
peringkat 4,

atau
peringkat 5,

atau
peringkat 6

Jurnal
Nasional

Terakreditasi
Peringkat

.A.kreditasi 1

atau
perlngkat 2
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Fungsional. Contoh dokumen PAK Konversi bagi pengangkatan
pertama CPNS menjadi PNS tercantum dalam format dokumen
huruf G.

Perpindahan dari jabatan fungsional lain
Bagi dosen alih fungsi yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi jabatan akademik dosen sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana tertuang pada angka 1 di
atas, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh perguruan
tinggi/ kementerian lain. Syarat pengangkatan yaitu melaksanakan
tugas minimal dua (2) semester.

Pemberian Angka Kredit alih status ke dalam JF dosen diberikan
sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang
Jabatan Fungsional. Contoh dokumen PAK Konversi bagi alih
fungsi ke dalam JF dosen tercantum dalam format dokumen pada

huruf G.

PENGELOLAAN KINERJA DOSEN

1. Pengaturan pengelolaan kinerja dosen secara umum
Dosen melaksanakan kinerja dosen setiap semester dan melakukan
pelaporan kinerja dosen melalui SISTER atau aplikasi Perguruan
Tinggi (PT) yang terintegrasi dengan SISTER.

2. Pengaturan pengelolaan kinerja dosen PNS

a. dosen dan atasan dosen (dekan fakultas untuk Pt
akademik/ketua program studi untuk PT vokasi) melakukan
dialog kinerja;

b. dosen dan atasan dosen (dekan fakultas untuk PT akademik/
ketua program studi untuk PT vokasi) menyepakati kontrak
kinerja selama 1 (satu) semester kedepan;

c. dosen melaksanakan kinerja selama 1 (satu) semester;

d. pada akhir semester, atasan dosen (dekan fakultas untuk PT

akademik/bidang pengelola sumber daya untuk PT vokasi)
melakukan penilaian hasil kerja (rekomendasi asesor Beban
Kerja Dosen (BKD) Nasional) dan perilaku kerja, untuk
mendapatkan predikat kinerja yang tertuang dalam Sasaran

Kinerj a Pegawai (SKP) per semester;

e. PI dan dosen, membuat dokumen SKP sesuai dengan hasil
kerja dan perilaku kerja; dan

f. PI membuat dokumen PAK Konversi sesuai Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka
Kredit untuk kinerja dosen PNS tahun 2023 dan kinerja Dosen
yang telah dituangkan dalam Angka Kredit (AK) lntegrasi 2022.

E
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a Sanksi kewajiban khusus beban kerja dosen
a. Selama masa penyesuaian bagi dosen yang memiliki status

Tidak Memenuhi (TM) masih dapat diberikan tunjangan profesi

dan tunjangan kehormatan (bagi Guru Besar).
b. Sanksi atas Status TM, akan diberikan menunggu aturan

Permendikbudristek dosen dan turunannya mengenai
penilaian kinerja terbit.

PROSES KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
Proses kenaikan jabatan akademik dosen tetap bisa diproses sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2Ol4
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Dosen berbasis portofolio melalui pemenuhan angka kredit
konversi untuk kenaikan jabatan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS),

penilaian syarat khusus dan syarat tambahan. Sedangkan untuk dosen
bukan ASN menggunakan angka kredit, sebagai hasil kerja jabatan
akademik sebelumnya, syarat khusus dan syarat tambahan.
Kenaikan jabatan akademik dalam ketentuan ini berlaku untuk Dosen
Tetap. Kenaikan jabatan akademik dalam ketentuan ini tidak berlaku
bagi Dosen Tetap dengan Pedanjian Kerja Waktu Tertentu dan Dosen
Tidak Tetap.
1. Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

a. Perguruan Tinggi
Dalam mengelola proses kenaikan jabatan akademik dosen,
maka PT perlu menyiapkan analisis dan dokumen.
1) Dokumen kebutuhan formasi jabatan akademik dosen

untuk menyusun dokumen kebutuhan dan formasi
dosen.
Penentuan kebutuhan formasi jabatan akademik dosen
oleh PT berdasarkan kurva distribusi normal (metode bell
anruel dimana ditentukan proporsi persentase masing-
masing jabatan akademik oleh PT. Hal ini untuk
memastikan bahwa PT:

a) mempunyai visi, misi, dan tujuan yang disusun
sesuai dengan karakteristik/jati diri masing-masing
dalam kerangka pengembangan keilmuan
(akademik), pengembangan penerapan keilmuan
(vokasi), pengembangan keprofesian (akademik dan
vokasi);

b) menuangkan kebutuhan sumber daya dosen untuk
mendukung visi, misi, dan tujuan PT;

c) mempunyai rencana pengelolaan dan pengembangan
sumber daya yang jelas;

d) menuangkan rencana kebutuhan sumber daya,
pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang
selaras dengan visi, misi, dan tujuan PT dalam

F
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b

dokumen kebutuhan formasi jabatan akademik
dosen/fungsional dosen;

2\ Surat Pernyataan Pakta Integritas Kenaikan Jabatan
Akademik Dosen oleh Pimpinan PTILLDIKTI/KL-PTKL
yang menyatakan kebenaran dan pertanggungjawaban PT

atas ajuan kenaikan jabatan.
3) Dokumen Berita Acara Komite Integritas Akademik PT.

PT membentuk komite integritas akademik di bawah
Pimpinan PT. PT memastikan bahwa setiap usulan
kenaikan jabatan yang akan diajukan dan diproses oleh
PT perlu melalui pertimbangan integritas akademik.

Dosen
Dalam menyiapkan proses kenaikan jabatan akademik maka
Dosen perlu memenuhi syarat berikut.
1) Pemutakhiran data profrl dosen.

Dosen memastikan bahwa data profil dosen di SISTER dan
PDDIKTI sebelum melakukan pengajuan kenaikan
jabatan.

2l Pemenuhankualilikasiakademik.
Dosen harus memiliki kualifikasi:
a) minimal magister atau yang setara untuk lektor

kepala; dan
b) minimal doktor atau yang setara untuk guru besar.

3) Pemenuhan kinerja dosen.
Sebagai syarat dalam kenaikan jabatan akademik maka
dosen harus memenuhi kinerja dosen. Pemenuhan kinerja
dosen meliputi:
a) memiliki kinerja M (Memenuhi) selama setidaknya 4

(empat) semester terakhir pada saat menjabat di
jabatan akademik saat ini;

b) menyiapkan bukti dokumen pemenuhan kinerja yang
dituangkan dalam angka kredit. Sejak TMT jabatan
akademik terakhir sampai dengan tanggal 31

Desember 2023, dengar. ketentuan;
1) bagi dosen PNS: dokumen AK Konversi yang

berisi PAK Integrasi dan PAK Konversi; atau
2) bagi dosen bukan ASN: dokumen DUPAK yang

dinilai oleh PfN/ LDIKTI/ KL. Pedoman penilaian
DUPAK oleh PTN/LLDIKTI/KL sesuai format
dokumen dalam huruf G.

4\ Pemenuhan dokumen pendukung.
Dokumen pendukung ajuan meliputi surat pengantar dari
PT/ LLDIKTI/ kementerian terkait, surat
persetujuan/ pertimbangan senat dan daftar hadir
anggota senat, surat pernyataan pakta integritas
pengesahan hasil validasi karya ilmiah oleh pimpinan PT,

jdih.kemdikbud.go.id



-8-

dan surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya
ilmiah.

5) Informasi bidang ilmu usulan/kepakaran sesuai dengan
dokumen pendukung.

6) Pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk
naik ke jenjang akademik diatasnya.
a) Syarat Khusus - Lektor

b) Syarat Khusus - Lektor Kepala

c) Syarat Khusus - Guru Besar

Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi
peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5,
atau peringkat 6 sebagai penulis pertama.

Syarat
Khusus
(Karya
Ilmiah)

AA-L

Magister
1 (satu) Karya Ilmiah di Jurnal Internasional
Terindeks Scopus
atau
WoS

sebagai penulis pertama

Doktor
1 (satu) Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi
peringkat 1 atau peringkat 2
atau
1 (satu) Karya Ilmiah lebih tinggi

sebagai penulis pertama.

L-LK

Syarat
Khusus
(Karya
Ilmiah)

1 (satu) Karya llmiah/Artikel Jurnal Internasional
bereputasi

Terindeks Scopus (SJR >0.10)
atau
WoS Clarivate Analytics (JIF>0.05)

Sebagai penulis pertamaSyarat
Khusus
(Karya
Ilmiah)

LK-GB

jdih.kemdikbud.go.id
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Keterangan lebih lanjut mengenai syarat khusus:
a) Jurnal Ilmiah Nasional Te rakreditasi (selanjutnya

disebut Jurnal Nasional Terakreditasi) merupakan
majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnai
nasional dan mendapat status terakreditasi dari
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang
sesuai. Jurnal nasional terakreditasi sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2O 13 tentang
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang
dapat digunakan untuk kenaikan jabatan
akademik/pangkat dapat diberi nilai paling tinggi 25
adalah peringkat 1 dan perin gkat 2 berdasarkan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal
Ilmiah. Dalam hal Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi belum menerbitkan akreditasi
berdasarkan permohonan akreditasi ulang, maka hasil
akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku;

b) Jurnal Ilmiah Internasional (selanjutnya disebut Jurnal
Internasional) dan Jurnai Ilmiah Internasional
Bereputasi (selanjutnya disebut Jurnal Internasional
Bereputasi) yang diakui oleh Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam

L Pernah mendapatkan hibah penelitian
kompetitif/penugasan tingkat daerah I
nasional/ kementerian/ intemasional/
korporasi; atau

2. Pernah membimbing/bantu program doktor
(di PT sendiri/ lain) dengan melampirkan
bukti yang dibimbing telah lulus; atau

3. Pernah menguji sekurangnya 3 (tiga)
mahasiswa doktor dengan melampirkan
bukti disertasi mahasiswa yang diuji; atau

4. Sebagai reviewer sekurangnya 2 (dua)
jurnal internasional bereputasi yang
berbeda

Bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatar
akademik Guru Besar < (kurang dari) 3 (tiga)
tahun setelah lulus program doktor (S3), maka
wajib menambahkan pengajuan 1 (satu) Karya
Ilmiah/Artikel Jurnal Internasional bereputasi

Terindeks Scopus (SlR >0.10)
atau
WoS Clarivate Analytics (JIF>0.O5)

Sebagai penulis pertama

Syarat
Khusus
Tambahan
I

Syarat
Dosen baru
lulus
Program
doktor I33l
< 3 tahun

jdih.kemdikbud.go.id
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proses pengusulan jabatan akademik/pangkat dosen,
memiliki kriteria sebagaimana pada huruf c) dan huruf
d) di bawah ini;

c) Jurnal internasional yang berkualitas harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:

1) karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan
memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;

2\ memiliki International Standard Serial Number
(rSSN);

3) ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB

(Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan
Tiongkok);

4\ memiliki terbitan versi daring;
5) dewan redaksi (editoial board) adala}l pakar di

bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat)

negara;
6) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu)

nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal
dari 2 (dua) negara;

7\ alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
8) editor boards dari jurnal dapat ditelusuri daring

dan tidak ada perbedaan antara editor yang

tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
9) proses reviu dilakukan dengan baik dan benar;

10) jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar
dan format tampilan setiap terbitan tidak
berubah ubah; dan

11) tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang
tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi tidak terdapat pada daftar
jurnal/penerbit kategori yang diragukan;

d) Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasionai oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi memenuhi kriteria huruf c) yang mempunyai
indikator: Diterbitkan oleh PT atau Penerbit (Publishefi
kredibel atau asosiasi profesi internasional bereputasi,
dan terindeks oleh basis data internasional yang
bereputasi (contoh: Web of Science dan Scopzs) dengan

SJR jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau
memiliki JIF WoS kurang dari 0,05;

e) Jurnal internasional bereputasi merupakan jurnal
yang memenuhi kriteria dengan indikator:

1) diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di
dunia atau PT atau Penerbit @ublishefl kredibel;
dan

jdih.kemdikbud.go.id
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2l terindeks dalam basis data internasional
bereputasi yang diakui oleh Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(contoh Web of Science dan/atau Scopus) dengan
SJR jumal di atas 0,1 atau memiliki JIF WoS

paling sedikit 0,05. Jurnal berstatus couerage
discontinued dan cancelled di Scopus/ Sctmagojr
tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat
khusus;

f) karya ilmiah yang sudah dipublikasikan/diterbitkan di
jurnal internasional/jurnai internasional bereputasi
wajib telah masuk ke dalam daftar karya ilmiah di
Scopus dan/atau Web of Science;

g) karya ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal
nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal
internasional bereputasi selama pendidikan sekolah
(tugas/izin belajar magister dan/atau doktor) yang
merupakan sintesis/ pengembangan dari
disertasi/tesis diakui tidak dapat digunakan untuk
pemenuhan syarat khusus;

h) karya ilmiah yang digunakan untuk syarat khusus
kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala dan guru
besar tidak boleh diterbitkan dari PT asal;

i) karya ilmiah yang terbit sejak 6 (enam) bulan sebelum
TMT jabatan akademik terakhir dapat digunakan
sebagai syarat khusus kenaikan jabatan akademik.

8) Untuk Dosen bukan ASN, kenaikan ke jenjang jabatan
satu tingkat lebih tinggi tidak memperhatikan
pangkat/golongan ruang penyetaraan yang dimiliki dalam
jabatan.

9) Untuk Dosen PNS, kenaikan ke jenjang jabatan 1 (satu)

tingkat lebih tinggi wajib dilakukan jika sudah memiliki
pangkat/golongan tertinggi pada jabatan saat ini, dengan
ketentuan:
a) Kenaikan AA ke Lektor dapat dilakukan bagi Dosen

PNS dengan pangkat/golongan IIIb; atau
b) Kenaikan Lektor ke Lektor Kepala dapat dilakukan bagi

Dosen PNS dengan pangkat/golongan IIId.
10) Khusus untuk kenaikan jabatan Dosen PNS dengan

jabatan Lektor Kepala ke Guru Besar, ketentuan pangkat
pada poin 2 tidak berlaku. Kenaikan Dosen PNS Lektor
Kepala ke Guru Besar dapat dilakukan dari
pangkat/golongan IVa, IVb atau IVc.

1 1) Kenaikan jenjang jabatan akademik tidak dapat dilakukan
dua tingkat.

jdih.kemdikbud.go.id
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Penyetaraan Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik sebagai Uji
Kompetensi JF Dosen

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional untuk kenaikan jabatan fungsional diperlukan uji
kompetensi. Bagi dosen PNS, dalam masa penyesuaian ini proses
penilaian kenaikan jabatan yang diatur di instrumen ini berlaku
sebagai pelaksanaan uji kompetensi JF dosen, dengan rincian
sebagai berikut:
a. persyaratan kenaikan jabatan akademik disetarakan dengan

persyaratan uji kompetensi JF dosen;
b. proses penilaian kenaikan jabatan akademik disetarakan

dengan proses pelaksanaan uji kompetensi JF dosen yaitu
penilaian portfolio, syarat khusus, dan syarat tambahan;

c. Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
disetarakan dengan bukti kelulusan uji kompetensi JF dosen;
dan

d. mengikuti prosedur kenaikan jabatan akademik dan kenaikan
pangkat sesuai peraturan ini yang diselenggarakan oleh PT.

Alur Proses Kenaikan Jabatan Akademik
a. Prinsip Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik

Dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dosen diberlakukan
lima prinsip penilaian, yaitu: adil, obyektif, akuntabel,
transparan, dan bersifat mendidik serta otonom dan
terjaminan mutunya. Adapun pengertian untuk setiap prinsip
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Adir

Setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan
kriteria penilaian yang sama

2l Obyektif
Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan
dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta
dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.

3) Akuntabel
Pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan
dipertanggungi awabkan.

4\ Transparan dan Bersifat Mendidik
Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan
dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam
proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan
proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil
yang lebih benar dan lebih baik.

5) Otonom dan jaminan mutu
Proses penilaian juga dilakukan dengan memberlakukan
otonomi perguman tinggi. Namun demikian pelaksanaan
otonomi harus diiringi dengan proses penjaminan mutu.

J
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Tahapan Penetapan Asesor Nasional
1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi melakukan rekrutmen terhadap Asesor
Nasional.

2) Calon Asesor Nasional menandatangani dokumen Pakta
Integritas pada saat rekrutmen

3) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi menetapkan Asesor Nasional melalui
Keputusan Direktur Jenderal setiap tahunnya mulai
tah:ur.2024.

4) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi melakukan bimbingan teknis kepada Asesor
Nasional yang telah ditetapkan.

5) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi memberikan surat tugas;

6) Asesor Nasional melaksanakan tugas melakukan validasi
hasil uji kompetensi pada portofolio dengan menilai syarat
khusus dan syarat tambahan dari dosen.

7\ Pelaksanaan tugas asesor nasional dilakukan
berdasarkan surat tugas Direktur Sumber Daya.

Tahapan Proses Pengajuan bagi Lektor Kepala atau Guru Besar
1) Dosen yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan

akademik lektor kepala atau guru besar yang
dipromosikan oleh PT.

2) Dosen melengkapi portofolio persyaratan di SISTER dan
PT memfasilitasi proses pengajuan kenaikan jabatan
akademik.

3) PI melakukan verifikasi dan validasi terhadap
persyaratan administratif dan pemenuhan syarat khusus
yang diajukan

4) Pf melakukan pengajuan uji kompetensi jabatan
akademik ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi.

5) Pengajuan penilaian uji kompetensi jabatan akademik
lektor kepala dilakukan oleh 1 (satu) Asesor Nasional yang
ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi sampai proses penilaian terpenuhi,
berlaku untuk ajuan baru atau revisi.

6) Pengajuan penilaian uji kompetensi jabatan akademik
guru besar dilakukan oleh 2 (dua) Asesor Nasional yang
ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi. Jika terjadi perbedaan pendapat
(split decision) diantara kedua Asesor Nasional, maka
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi akan menugaskan Asesor Nasional ketiga untuk
menilai kembali.

c
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Proses pemilihan penugasan Asesor Nasional dilakukan
otomatis dengan mekanisme acak/random melalui sistem
informasi berdasarkan rumpun ilmu dosen dan Asesor
Nasional dengan batasan rasio jumlah penugasan yang
sudah ditentukan.
Proses konfirmasi penugasan Asesor Nasional dilakukan
melalui sistem informasi, jika dalam waktu yang telah
ditentukan Asesor Nasional tidak melakukan kesediaan
atau tidak bersedia, maka Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat menugaskan
kembali Asesor Nasional yang lain.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi membuat surat tugas bagi Asesor yang
ditugaskan untuk menilai uji kompetensi jabatan
akademik dosen lektor kepala dan guru besar.
Asesor Nasional melakukan penilaian berdasarkan
penugasan dan prinsip penilaian yang telah dituangkan
dalam pengaturan ini, untuk proses hasil penilaian yang
sudah selesai tervalidasi akan menjadi kertas kerja
sebagai laporan Asesor Nasional untuk Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Hasil penilaian Asesor Nasional yang sudah dinilai akan
menjadi rekomendasi bagi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menetapkan
disetujui atau tidaknya pengusulan kenaikan jabatan
akademik dosen lektor kepala atau guru besar.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi mengeluarkan hasil Sertifikat Uji Kompetensi
Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang ditandatangani
oleh Direktur Sumber Daya untuk lektor kepaia atau
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
untuk guru besar. Format Sertifikat Uji Kompetensi
Kenaikan Jabatan Akademik Dosen sesuai format
dokumen dalam huruf G.

SK Jabatan dikeluarkan oleh Biro Sumber Daya Manusia
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan
Jabatan Akademik Dosen.
Dosen menerima sk jabatan dengan jabatan terbaru.
Dosen meiakukan pengkinian data jabatan terbaru di
SISTER,

8)

e)

10)

11)

121

13)

t4l
1s)

jdih.kemdikbud.go.id
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Alur Pengajuan l(enaikan Jabatan Akademik LK & GB: PTN/LLDIKTI/KL
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Gambar 1. Alur Pengajuan LK dan GB

Tahapan Proses Pengajuan bagi Asisten Ahli dan Lektor:
1) Dosen yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan

akademik asisten ahli atau lektor yang dipromosikan oleh
PT.

2) Dosen melengkapi portofolio persyaratan di SISTER dan
PT memfasilitasi proses pengajuan kenaikan jabatan
akademik.

3) PT melakukan pengajuan uji kompetensi jabatan
akademik ke PTN/LLDIKTI/ KL.

4l Pengajuan penilaian uji kompetensi jabatan akademik
asisten ahli atau lektor dilakukan oleh 1 (satu) Asesor
yang ditugaskan oleh PTN/ LLDIKTI/ KL.

5) Proses pemilihan penugasan Asesor dilakukan satu kali
pada setiap periode penilaian dengan sistem acak/random
berdasarkan rumpun ilmu dosen dan Asesor dengan
batasan rasio jumlah penugasan yang sudah ditentukan.

6) Asesor melakukan konfirmasi penugasan penilaian. Jika
Asesor tidak melakukan kesediaan atau tidak bersedia,
maka PTN/LLDIKTIIKL dapat menugaskan kembali
Asesor yang lain.

7l PTN/LLDIKTIIKL membuat surat tugas bagi Asesor yang
ditugaskan untuk menilai uji kompetensi jabatan
akademik dosen asisten ahli atau lektor.

8) Asesor melakukan penilaian berdasarkan penugasan
sesuai prinsip penilaian yang telah dituangkan dalam
pengaturan ini, dan hasil penilaian yang sudah selesai
tervalidasi akan menjadi kertas kerja sebagai laporan
Asesor untuk PTN/ LLDII<TI I KL.
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e) Hasil penilaian Asesor yang sudah dinilai akan menjadi
rekomendasi bagi PTN/LLDIKTI/KL untuk penetapan

disetujui atau tidaknya pengusuian kenaikan jabatan
akademik dosen asisten ahli atau lektor.
PTN/LLDIKTI/KL mengeluarkan Sertifikat Uji Kompetensi
Kenaikan Jabatan Akademik Dosen, PAK Konversi dan SK
jabatan asisten ahli atau lektor. Format Sertifikat Uji
Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen sesuai
format dokumen dalam huruf G.

Dosen menerima SK Jabatan dengan jabatan terbaru.
Dosen melakukan pengkinian data jabatan terbaru di
SISTER.

Alur Pengaiuan l(enaikan Jabatan Akademik AA & L: PTN

10)
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Gambar 2. Alur Pengajuan AA & Lektor di PTN
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D6rt Pl6
Dorm muhi lrfrttmLa.!
l*rtan;. kUM 6rrd8h te,p€ilhi di A( (onwri

(AI lntograsi r A( (ss3i 2023)
. Pe6yetan N) PAX:

Syral thus
, }.sbrtu

Doam

Pre{ril
F tult r

HsnbLt prriodc
pG|llfuhnaatan

iabatan dadsnk doso
AA& L

Mffirei@n
tro*arFb.t o
*&tain* Oorai

X.Llr*!n plotting As
tntsmt Ptx mt*
FanlLiin klruils
Foats al&ntik

Pm.lats s.dfikrt uji
r{Eloslf.lM

$bats llqrshit Dorn
& SX J.bdan

}4.neinfolmsitar k!9.d.
O6erdargffiiFrioft

tffiltil i.bttan
.Ld.mik

l.€rnri.rt& u5dan
hnrifs i{rb.ts

akademil

Pmuian 3n.at
laoaitan l.O.t n

*ar@t

LLD[(TU
I(L

Xomhrf pariorrs
pe.llairn tulitan

Fbatan .trdmik doan
AAAL

l.lmpros pangaisn
Ioa.iXrn ia!.Ln
rkrdlail Dd6

Mdatd.n plotting A*s
lntcmal PTil unt*
pcniliao tmitao
,obaten 8ta&ilr*l

(mpotgnsi XeBitSn

& SI Jsbatsn

Lffellfmldkln tlprrr!
Oosrengmiped)de

fryifrn Jsbatm
.krdsak

Meog|iuke u6ulm
kemk n i.bltan

.ltdcmit

Famfi.fim sya.8t
lemiLo lsbrtm

alaroik

Oentam-A!fi
Oos |lmnuh ayr.t l0atr
,$.t ft

. (Ul'l sudah t{p€nuhi (DUPAX
(mnsiffil)

. Pasyeatan PO PAXr
. SyaDt kh@s

xas b6lti
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Pembayaran Asesor
1) Asesor berhak mendapatkan pembayaran honor sesuai

kinerja yang telah dihasilkan.
2) Pembiayaan pelaksanaan tugas Asesor untuk proses

kenaikan jabatan akademik dilakukan oleh pihak yang
menugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Linimasa Pelaksanaan Proses Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
Tahun 2024 untuk Lektor Kepala dan Guru Besar
Pelaksanaan kenaikan jabatan akademik lektor kepala dan guru
besar dilakukan dalam dua periode dan dilaksanakan oleh
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

4

PI menyiapkan dokumen
kelengkapan (visi, misi, dan
tujuan yang disusun sesuai
dengarl karak te rist ik /jati diri
masing-masing, proporsi peta
jabatan, strata program yang
diselenggarakan) dan
melaksanakan proses internal
(pengajuan dan penilaian)

Mei-Juni 2024

Pembukaan periode dan
pengajuan usulan kenaikan
jabatan ke Kementerian

Juni 2024 Ajuan
Kenaikan
Pangkat
Agustus

Penilaian Ajuan
Kenaikan
Pangkat
Oktober

PT menyiapkan dokumen
kelengkapan (Visi, Misi dan
Tujuan yang disusun sesuai
dengan karakteristik/jati diri
masing-masing, proporsi peta
jabatan, strata program yang
diselenggarakan) dan
melaksalakan proses internal
(pengajuan dan penilaian)

Pembukaan
pengajuan
Kementerian

dan
ke

periode
usulan

September
2024

Penilaian Oktober -
November
2024

Ajuan
Kenaikan
Pangkat
Desember

Linimasa pelaksanaan kenaikan jabatan LK dan GB untuk Dosen

Periode Aktivitas Bulan Tambahan:
Jadwal
Keoaikan
PaDgkat
untuk Dosen
PNS

Persiapan
Periode I

Periode II

e.

Periode I

Juli - Agustus
2024

Persiapan
Periode II

Agustus 2O24

jdih.kemdikbud.go.id
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Periode pelaksanaan kenaikan j abatan akademik dosen akan
diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi sebanyak 2 (dua) kali (yakni, Periode I dan Periode II),
dengan setiap periode meliputi:
1) pengajuan kenaikan jabatan;
2l plotting asesor;
3) penilaian ajuan kenaikan jabatan oleh asesor; dan
4) penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan

Akademik Dosen.
Pengajuan revisi pengajuan kenaikan jabatan akademik dapat
diajukan pada periode berikutnya. Bagi dosen PNS, kenaikan
pangkat yang menyertai kenaikan jabatan akademik/fungsional
dapat diajukan pada tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan
ketentuan dan linimasa yang ditetapkan oleh BKN.
Pedoman Penyesuaian PAK Konversi Setelah Proses Kenaikan
Jabatan Akademik
Setelah pelaksanaan proses penilaian kenaikan jabatan
akademikdDosen, maka bagi dosen PNS dan bukan ASN membuat
PAK Konversi sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
a. Pedoman PAK dosen PNS

1) PAK Konversi dosen PNS dibuat berdasarkan Peraturan
Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Angka Kredit;

2\ penulisan PAK Konversi dosen PNS dapat merujuk pada
format dokumen dalam huruf G;

3) PAK Konversi dosen PNS dibuat setelah proses kenaikan
jabatan untuk kebutuhan pembentukkan SK jabatan
akademik/ fungsional serta pengajuan kenaikan pangkat
ke BKN.

b. Pedoman PAK dosen bukan ASN

1) PAK konversi dosen bukan ASN dibuat berdasarkan
ketentuan penyetaraan angka kredit sebagai berikut
sesuai dengan perolehan jabatan akademik terbaru dosen.

2l Penulisan PAK konversi dosen bukan ASN dapat merujuk
kepada format dokumen dalam huruf G.

Asisten Ahli 150

Lektor 200

Lektor Kepala 400

Guru Besar 850

Selisih dari jumlah AK
Kumulatif yang dimiliki
Dosen dalam Dupak
dikurangi AK Dasar

Jabatan AK Dasar AK Baru

jdih.kemdikbud.go.id
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3) PAK konversi dosen bukan ASN dibuat setelah proses

kenaikan jabatan untuk kebutuhan pembentukan SK
jabatan akademik dan pelaksanaan inpassing dosen

bukan ASN. Inpassing ke dalam pangkat/golongan
dilakukan berdasarkan kumulatif angka kredit sesuai
proses yang berlaku:
a) inpassing ke dalam pangkat/ golongan IVa sampai

dengan IVe dilakukan oleh Biro Sumber Daya
Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi; dan

b) inpassing ke dalam pangkat/golongan IIIb sampai
dengan IIId dilakukan oleh LLDIKTI sesuai dengan
kewenangannya.

Pendelegasian Proses Penetapan PAK Konversi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
mendelegasikan kewenangan bagi PT untuk melakukan
pembuatan dan penandatanganan PAK Konversi bagi seluruh
dosen dalam lingkup PTnya, meliputi jenjangjabatan akademik
asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.

Dosen PNS bisa mengajukan kenaikan pangkat didalam
jenjang jabatan fungsional sesuai dengan pengaturan dosen
PNS. Namun kenaikan pangkat golongan tidak bisa diatas
jenjang jabatan saat ini.
Pihak yang terlibat dalam pengelolaan kinerja dan karier
dosen:
1) Pej abat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen
PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Bagi pengelolaan dosen,
peran ini dijalankan oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

2l Pejabat yang Berwenang (PyB) adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Bagi pengelolaan dosen, peran ini dijalankan
oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

3) Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan
ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat
lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Bagi
pengelolaan dosen, peran ini, maka:
a) dalam penyusunan dan penandatanganan SKP

untuk AA-GB, dilakuan oleh ketua jurusan atau
ketua program studi bagi dosen yang bersangkutan;
dan

jdih.kemdikbud.go.id
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b) dalam penandatanganan PAK Konversi untuk AA-GB,

dilakukan oleh pemimpin PT.

Tahapan bagi PT untuk melakukan penetapan PAK Konversi
meliputi:

Pengaturan Dosen dalam Batas Usia Pensiun
Bagi dosen yang akan memasuki batas usia pensiun, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. PT dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi tetap menilai usul kenaikan jabatan akademik dosen
yang menjelang Batas Usia Pensiun (BUP) kurang dari setahun,
sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan

Asisten
Ahli dan
l€ktor

l. Menyelesaikan proses
kenaikan jabatan sampai
Sertifikat Uji Kompetensi
Kenaikan Jabatan
Akademik Dosen yang
ditandatangani oleh
pemimpin perguruan
tinggi

2. Penyusunan SKP oleh
dosen dan ditandatangani
atasan dosen (Ketua
Jurusan)

3. Penyusunan dokumen
konversi SKP menjadi AK
Konversi oleh unit
kepegawaian perguruan
tinggi

4. Penandatanganan PAK
Konversi oleh pemimpin
perguruan tinggi

5. Pemrosesan kenaikan
pangkat melalui BKN

kktor
Kepala
dan
Guru
Besar

l. Menyelesaikan proses
kenaikan jabatan sampai
Sertifikat Uji Kompetensi
Kenaikan Jabatan
Akademik Dosen yang
ditandatangani oleh
Kemdikbudristek

2. Penyusunan SKP oleh
Dosen dan
ditandatangani Atasan
Dosen

3. Penyusunan dokumen
konversi SKP menjadi AK
Konversi oleh oleh unit
kepegawaian PT

4. Penandatanganan PAK
Konversi oleh pemimpin
perguruan tinggi

5. Pemrosesal kenaikan
pangkat melalui BKN

1. Penyusunan SKP oleh
dosen dan
ditandatangani atasan
dosen (ketua jurusan
atau ketua program
studi)

2. Penyusunan dokumen
konversi SKP menjadi
AK Konversi oleh oleh
unit kepegawaian PT

3. Penandatanganan PAK
Konversi oleh
pemimpin perguruan

4. Pemrosesan kenaikan
pangkat melalui BKN

Proses Kenalkan Pangkat
dan Kenaikan jabatan

-20-

Proses Kenaikan Pangkat
dalam jabatan yang sama
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G FORMAT DOKUMEN
1 . Format Pakta Integritas Validasi Pimpinan PT

XOP SI'R,IT P[RCI-RI',L\ TL\(rcI

1'lt-t&6-&Flli tlt-, !I ..

N!
!@
]foN !{ID&\!EA

hlti d-pdonl TlfI

Do€I.!? DoEld&LT

L'l.!L i.r- &r.'. t-r. #a.b FF- y-a daia i&ait b
F-.l-lLr-*raa-E'h;r.-]
N-
NIE
!r{t|Ilx, ttTr

b.bt r : Da&i.E€trfll69
lq. rcdl-
Lalrtll{rrrc lrrr
L.-. Dar
HtbEisi
fd.
.LEtltr-S.a
f.r.r d".ib. rb dlrl&d rb{t t* br .h d.b-rrt a.r6lt6ta d-
6+..rd ?gEE.-g- aald- Flt l-. t& al-g!! F*r-F

4n!r! dba- !- r.!t tri ldr FLtlr- !*?6 rr.aEit cllhp a.bE rvt .

r&h ha*rl m !*t ror art- t.6- Ft- F!tut-Ed-lE,h
t cdt !.ot d.aFafn6. d e E .ba! Fer !- t d& gE
E bh. F.* t-& J.aa .rrad,t A ?I b r4t*r- 5.a!. F!a.

D.o&l!dF{.& a !._r. !.rd*aF!r.r- *t!@ dr6!.
... -DD,\{lrt11tt*-(;

I!.IDN \'IDX \ATNi

2. Format Berita Acara Komite Integritas Akademik

aEtra Ac.rn-a PEisErr-J[r\
n xortrtE h-fEcRrTAs ar,{Df,rflx

\OrIOR : -........,....,---........

koP suR-AT PERGUR!a-\ rr:\-'ccr
DATTAA AADIR IAPA-I 1A\T XOItrIE IIiTEGRTTAS AXADf,MX

tartif,anas........._....._...._,

lr-il&,.d E &.ld !- le. rritE n:!9t - ...!qr-.F*L&rr-e&

b.*-rr! : DEra Dctrar.t
lqE acr-r-,ra nir
l!.i!brd.l

r.'{dAlll&l&x4lrCml&&
llA{&F{q1&r&IdlqhE
Tdrr&h.!rEo!'!t{l&,lddd!.6.(!&l.db3

bi.trqrr.'irE E ldrr.r6r'.'G.r-r.bat[kni6i.d-$
r!,&!u r.!EE r,.ri |.,a lrt tlae E&dnrh rr.-r E& rs.ala,+rFbEFrt-..'.-irrdrr&
&6i! iild.r b Etd6 sr & F|AF erd r&4 & 16 yff
br3.n^16reBr&qt6*EI.-?it hl@rrdd&R.r&riia!.'.b.loriN6!39le:0ll&.'60&....t.rDM.t@lir

BaiInqd6!.dat,E4!ead*aF!E&*!E&u&!a

(*.
I

I

b. Penilaian usul kenaikan jabatan akademik dosen yang
menjelang BUP dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum
pensiun.

st&\T PER\"AT.{-L\ P.{Iirt f\recRl s
KE.\.-_lIIi{\ J.tB.tI.L\ -{L{Da\IIX DOSE:.

SolloR : -.........-..............-...

F

jdih.kemdikbud.go.id
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3. Format Berita Acara Pertimbangan Persetujuan Senat

XOP SIX]IT PERGI.?TA!{ TT{GGI

lfetraactMlElsfrmffi
SSI :......,...,......-...--

Eh-. qd *. 
-..hl&. 

ktE. q
&6qs qqokrtF-&eht+rudery
D&-eF @HjLx&,..etr&

l?
MMM

klq lbr*rq
N

l*hbBDqbkSl&'&f+Ltu
<-_.hbb.

4&bd&br'Ee *Fqa@*e dr-kh
h€d!.*&Fh.b&xdIE k&t&€
]& rTtuSr qiq6 

^h.h*4t&brl*

'' -.,--,,,,,-,',,,,'. DEmT

um

Dfr[ M NAT g\[ tSffi ..................--.-

h{a
tf!b
hF

UM

4 Format Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karya Ilmiah
Dosen

$1TT Pf R\1.AT,|I\ Pl'Xil ATEGRITAS
xll8s.lllt\ IilRt:{ Il.ltlLg

:Ir!bi@rntDmr[ii:

!h. :

NIE :
!u[{,xlIx!(PIB :

Se ib6t6r:
f.q* ESSrI l.r}t

r DcaT6?. hafrdrf T.S

lbClrlolc8-rr&TllT :

,$.h.IM? :

Fdlab6i4i
B.rhg l!@lts X$.h ....................J.-..__.
F&h
,@?tqEStO

:io li.qr lbrl JEdd I&rdB Xaz [rdrl

L Athlrh bor tl)n $F 6dti a ffi F.lif, brt lrli @g Li, (d&L rhftl
l?f...!d.*)thqy.rjil-..t llt bFrtdqthd{&hi&lrlbo
sffi

r .{D&h e4n bli Un&i UT! tl}: id in hih br}r etr sln s lh
D.ht!r& i?iB &rbL o& g,2 tqRb @b i& sa t@
FErh{l{d.aa}qtdlSr

Ddb d f.ry&- ii ry.bd t-* *tJ.-- elija
... ...lIt}trr&lYlY

htdErryr.

1o@

lb
NIIN{:qII(,NIIFIK

{:.-t)}--,0*

il

DryE I 6!& td$i XrE lM rrEii ll tffi$ o

jdih.kemdikbud.go.id
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Format Surat Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah oleh
Pimpinan PT

I\OP SIR{T PERGT'R[1\ TNGGI

SIR{T PER\.!AT.T{\ P.TTT.{ f\TEGRII"TS
PE.\-GES.TE{\ ETSIL \:TLID.TSI KTRI:{ ILf!LI.E

\OllOR : .............................

fiEbdrdae8r &/bcEa D" hpoa PI

liE
NIP
lilxfillENIlPlf,
$ciLef.r. : IlaTd?,Do6T tt 9?.q..8{l&
hC./Sdd!8tu.g IMI
J*o.Ttrfi
f&qd& dqa ..tqn t lcl klr ibt yaf i.jdr ,*.Sn Llo Ft&lrldry*r La86i*6 &ffi dG-rlt!o]
Ib
NIP , .................. ....,....,. .....
NIDNNIDI6iTJPIE
t nbhrr. DoaT.at Do.aTr*Iq?
T.q.t.!gd l&
hdo.,rdaar rq, fMI
ISr.Ilfi
Hdrl !!Ee,
F*&
ktra?rtlrBSdi
D.q! rh XrF ILi& rFli rhrl! rr

T&f, Q.o\t rh drldri d.rtu t il t lnrr ls\r ib.h Er.tu rd$ *arlli i!r.r
biLl ni.L r.. rlrd.dr. dr xrc hlrr tdd* .d. D.{rA!tr irrnrl.t
* .d)rsrd.r!.[F.rea!,LqrladLh- K.brd4r&. RisrhtctlologS@
lg Trh! :0:l idf h.ge Abdd &lE !Lr!!ri!8 Xryr lhiu
rlp*d, rtl.oao Im trhlLt & ldq_arE r&pr.i .frd.d} &LE lurr rb[ E*tra
tn*r \&l &, b.ir.rE[ElJrEi !.q'l d.lerD P.rr|[r V.a!a HdL& RMrl& R!.r
da T&ologr N@. i9 Trhe :0:l rt'e! hrFt8 Ald.rif d,|n ftqir.&- fzrr
Ib.L
Dtrllti.r r!.t pqlneEl.4r t .t rr!o* dg.r8Dtr i.tofrDa. d.tulll

.... .......... . DDlr\r-'r11't

l'o hrN, &n:t Id..rir$ I5n! Ihi,!
-l

Td 81at.i l0 0m

\.IDN\'IDK:A?ni

I

l
I r Tffi------l

t
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KEMEN]ERIAN PEh'DIDIKAN, KEBTIDAYAAN
R'SET DAN TEKNOLOGI

Diaf IcroRlT JEmExlL P[\I)Il,l(&\ ra\Gcl
RISEI D,t.I TEK'TOLOGI

,rr, ,6il6.l SrnM, Sa+'a ,&& la.iro
tl, {021) r:9rA}Jl la (011) tr9i&r2

L@ nr !,d!tn!i ,! id

Ha! v$lr.'.la (ant! Jtbdu .ll.d.ot D.u

1'!L PeI@ ?5!@ ioa!, \.!6l!UXn Kt

\L! *1146 S(r lE e Pa_llfu Iq!,
U$b K.olr! J.b.! -&r!6il D6*a !5ig& h6rd

NTP

NID:t1IDRMJPIX

tuCd !.loF nE! tlll

Do6T.n, D.€Td.lT.q

Da!6 e l&i --rh d,i l&l FJla qi t6fe& rd{te tara ]rieJoaajldde..........,dqrdr.tqriddg&bd!,l!.Ujrr@rdar(a!r&
,rle Alo.toil k Arna Ardrl.l!.l&d ,i.nLcru &a d.l6 tit&r ibrpdrF-ldlE tcrdau t Flm
S.laju4r&ssddd.'d&rl!J.bd6t .{'@,{!hl!io.L&rl&r&Cfl
E .di pd ]rLro d! diNb loCd lolole 6C.d Ld,l dltlt l(a,b
poCa. rolole ba'16F &lo Jr!.b ) &! ,@ !aA!u.r& A,Co ta,.dir xd6
&rinil bEj.FA!16A,e A}:lIL.lrd!.h!.(+.ir0G E ,
Do&a )at drn t@ .q.la, e Fi$E sr&. bai edE iai!.IajL

P.j.6r Pa&dr&!&,

N@
\?,

Ia!$a
l. XlFhEo!O\t Sq-L@adfinir* dL!
: &rd. lIDtr(iI (J'b deatrb)

b. Ketentuan penandatanganan:
1) Bagi AA dan Lektor, ditandatangani oleh Pimpinan

Perguruan Tinggi Negeri/LLDIKTI/KL sesuai
kewenangan.

2l Bagi Lektor Kepala dan Guru Besar, ditandatangani
oleh Kementerian

1. Lektor Kepala ditandatangani oleh Direktur
Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi / Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

2. Guru Besar ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi / Direktur Jenderal
Pendidikan Vokasi

3) Hasii penilaian yang menyertai Sertifikat Uji
Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen dapat
diakses di SISTER.

-24-

Format Surat Hasil Kelayakan Kenaikan Jabatan
a. Format dokumen:
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7 Format PAK Konversi
a. Dosen PNS

1) Format:
Instansi: Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN

I NAMA

2 NIP / NIDN

4 GOLONGAN RUANG
/ TMT

5 TEMPAT / TANGGAL
LAHIR

6 JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN

8 JABATAN / TMT

9 MASA KERJA
GOLONGAN

10 UNIT KEzuA

u PENETAPAII AITGI(A
KREDIT

LAMA BARU JUMLAH KETERANGAN

6

1 Angka Iftedit dasar
yang diberikan

2 Angka Ikedit
Konversi

3 Angka Kredit yang
diperoleh dari
peningkatan
pendidikan

TOTAT ANGKA KREDIT

KETERANGAN Pangkat Jenjang Jabatan

Angka Ifuedit minimal yang harus
dipenuhi untuk kenaikan pangkat /
jenjang

Kelebihan angka kredlt yalg dicapai
untuk kenaikan pangkat/jenjang

Kekurangan angka kredit yang dicapai
untuk kenaikan pangkat/j enj ang

III Rekomendasi:

3 4 5

jdih.kemdikbud.go.id
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2) Tata Cara Pengisian
1. Kolom Keterangan Perorangan:

a. Nama diisi dengan nama, dengan atau
tanpa gelar.

b. NrP / NrDN
c. Golongan Ruang/TMT diisi berdasarkan

SK pangkat terakhir
d. Tempat lTanggal Lahir
e. Jenis Kelamin
f. Pendidikan diisi dengan pendidikan

terakhir
g. Jabatan / TMT diisi berdasarkan SK

Jabatan terakhir
h. Masa Kerja Golongan diisi waktu (tahun,

bulan) sejak tanggal SK pangkat terakhir
i. Unit Kerja diisi dengan Program Studi dan

Perguruan Tinggi
2. Kolom Penetapan Angka Kredit

a. AK Konversi yang diisi:
i. Di kolom olama" berdasarkan AK

dasar yang ada pada pangkat sesuai
PeTBKN 312023

Aagkr $$dX Dffi Jqbtts Futrixl 
'x! 

diEul'i dai jtnjmg Ahli
Pcrtua gotrolgu nrcg mlb -rp!i date jBjeg t dqd Ahli Ut ffi-

IfiTPGORI JET{JAI{C PATTGXAT AI(GI(AI(REDIT
DASAR

NcrhliH Ahli Lltama fv*/c n

rv/d
Ahli Madra lV/c 300

&r/b 150

N/a o

Alrli &{uda ITI,'d 100

III/c o
Ahli Pe.tne! lll/b 0

ii. Di kolom "Baru' merupakan AK yang
dimiliki sesuai Form l-2 PAK
Konversi, dikurangi dengan kolom
lama.

b. AK yang diperoleh dari peningkatan
pendidikan diisi di kolom "Bam' sesuai
ketentuan PermenPanRB No. 1 Tahun
2023.

3. Kolom "Angka Kredit minimal yang harus
dipenuhi untuk kenaikan pangkat I jenjan{,
"Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk
kenaikan pangkat/jenjang", dan Kolom
"Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk
kenaikan pangkat/jenjang" diisi sesuai
kebutuhan angka kredit sesuai ketentuan yang
berlaku.

4. Kolom rekomendasi diisi dengan ketentuan
sebagai berikut: "Dapat diangkat dalam jabatan

jdih.kemdikbud.go.id
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akad emik/ fung sional s eb ag ai [Jenj ang Jabatanl
sesuai Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan
Jabatan Akademik Dosen Terhitung Mulai
Tanggal [Tanggal TMTJ dalam bidang ilmu

[Btdang llmu] dan dapat dinaikkan pangkat
menj adi [Pang ko:t Golong an]. "

5. Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan
Perguruan Tinggi

b. DOSEN BUKAN ASN

1) Format:

I KETERANGAN PERORANGAN

1 NAMA

2 NIP / NIDN

4 GOLONGAN RUANG
/ TMT

5 TEMPAT / TANGGAL
LAHIR

6 JENIS KELAMIN

7 PENDIDIKAN

8 JABATAN / TMT

9 MASA KERJA
GOLONGAN

10 UNIT KERJA

il PENEAAPAN ANGKA
KREDIT

LAMA BARU JUMLAH KgTERAI{GAN

1 Angka Iftedit Dosen

TOTAL ANGKA KREDIT

KETERANGAN Pangkat Jenjang Jabatan

Angka IGedit minimal yang harus
dipenuhi untuk kenaikan panS<at I
jenjang

Kelebihan angka kredit yang dicapai
untuk kenaik an p an$<at I jenj alg

Kekurangan angka kredit yang dicapai
untuk kenaikan pangkat/j enj ang

UI Rekomendasi:
Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional sebagai penJang Jabatanl

3
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2\ Tata Cara Pengisian
1. Kolom Keterangan Perorangan:

a. Nama diisi dengan nama, dengan atau
tanpa gelar.

b. NIP / NIDN
c. Golongan Ruang/TMT diisi berdasarkan

SK inpassing terakhir
d. Tempat/Tanggal Lahir
e. Jenis Kelamin
f. Pendidikan diisi dengan pendidikan

terakhir
g. Jabatan / TMT diisi berdasarkan SK

Jabatan terakhir
h. Masa Kerja Golongan diisi waktu (tahun,

bulan) sejak tanggal SK inpassing terakhir
i. Unit Kerja diisi dengan Program Studi dan

Perguruan Tinggi
2. Kolom Penetapan Angka Kredit

a. AK Dosen kolom "Lama" diisi dengan nilai
dasar Jabatan Akademik yang didapatkan,
sesuai dengan ketentuan ini.

b. AK Dosen kolom "Baru" diisi dengan selisih
antara kumulatif AK yang dimiliki Dosen
dan nilai dasar pada kolom "Lama"

c. AK Dosen kolom "Jumlah' diisi jumlah
kolom "Lama' dan uBaru"

3. Kolom "Angka Kredit minimal yang harus
dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang",
"Kelebihan angka kredit yang dicapai untuk
kenaikan pangkat/jenjang", dan Kolom
"Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk
kenaikan pangkat/jenjang" diisi sesuai
kebutuhan angka kredit sesuai ketentuan yang
berlaku.

4. Kolom rekomendasi diisi dengan ketentuan
sebagai berikut: "Dapat diangkat dalam jabatan
akademik/ fungsional sebag ai [JenJang Jabatan]
sesuai Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan
Jabotan Akademik Dosen Terhihtng Mulai
Tanggal [Tanggal TMT] dalam bidang ilmu

[Btdang llmu] dan dapat dinaikkan pangkat
penA etaraan menj adi [Pangkat Golongan]. "

5. Penandatanganan diiakukan oleh Pimpinan
Perguruan Tinggi

sesuai Sertilikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatdt Akademik Dosen Terhitung
Mulai Tanggsl lTaaggal TMT] dalam bidang itmu [Btdang trmul dan dapat
dinaikkan pangkat penyetaraa! menjadi [PeagL.t Golong.n]I
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C. PENGANGKATAN PERTAMA

1) Format:
I KBTERANGAN PERO RANGAI{

1 NAMA

2 NIP / NIDN

4 GOLONGAN RUANG
/ TMT

5 TEMPAT / TANGGAL
I,AHIR

6 JENIS KELAMIN

7 PENDIDIKAN

8 JABATAN / TMT

9 MASA KERJA
GOLONGAN

10 UNIT KERJA

u PEI{ETAPAN AI{GI(A
KREDIT

LAMA BARU JUMLAH KETERANGAN

4

1 Angka IGedit dasar
yang diberikan

2 Angka Iftedit
Konversi

3 Angka Ikedit yang
diperoleh dari
peningkatan
pendidikan

TOTAI AITGI(A KR.EDIT

KETERANGAN Pangkat Jenjang Jabatan

Angka Iftedit minimal yang harus
dipenuhi untuk kenaikan pangkat /
jenjang

Kelebihan angka lcredit yang dicapai
untuk kenaikan pangkat /j enj ang

Kekurangan angka kredit yang dicapai
untuk kenaikan pangkat /j enjang

III Rekomendasi:

2) Tata Cara Pengisian Pengangkatan Pertama CPNS

menjadi PNS

5 6
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1. Pengisian "Angka Kredit Konversi" mengikut
ketentuan PAK Pengangkatan Pertama untuk
CPNS menjadi PNS sesuai Peraturan BKN No. 3
Tahun 2023

3) Tata Cara Pengisian Pengangkatan Pertama Alihfungsi
1. Pengisian "Angka Kredit Konversi" mengikut

ketentuan PAK Alihfungsi sesuai Peraturan BKN
No. 3 Tahun 2023

PEMBENTUKAN PETA JABATAN
l,iddluluidcngaabuargtub'rr:Sr(P.riF.lrn?is.qtaid. g@'t4!a@kah.&cPil 

HF:Fi.i-,":"-,i:*;,#&
L:*,IPS'S Xis:rr $r.CS S3"t ""r-HlUSEU tsOWiTS :&')i lu::':c:!

iIiADErllK DOSE\ PADA UN\ERS'?ASII}iSTITUI/SEKOT.AH iIXGCI/
*"""":jffi:X.It;Iu-MrAS'

I. FROGRAIJ STLDI ...
Dos

Bidet llrru K.p.t m/R.oti{t Udu
{X.butuhro Prai.obet& X.iloB}

Por@i J.b.h At dcoit
20,14.2924

Aiid.n Ahli LLtot
Lktor
Xcp.i. GlmB.s

A1

,a

B. For6$i
Bid.ot n6u

Kcprt tu/R.!fi-3
IhE

(K.butut&
F..a.n!.nlu

lftildt'8l

F@.i Jrhtrn Alra.oit Tcri.i Slt Ini
nrl

Jrtrur ALd.mil TGr*di.
2UX

hlu& A.iI.a
Anti

Lkor l:htor
Xct r.

Gtm
B.rl

A.iteo
LhIi

LcLtor Lttor
K.Fr.

Oun
Bcgr

Juolh D@o Sat I.i Juofrb
T.!*di.

D.6ihi& NAt forrui jabau .kaddik dos6 ini dibur. esk drpat dlprrgurul@ *batai@ 6.rt6ia.
.............., .............. :0.....
Prorite Prtlllrl&Tinggi

\1P.

1. Kolom "Formasi Jabatan Akademik (yang tersedia)" diisi dengan
jumlah formasi Dosen yang tersedia di setiap jenjang akademik
sesuai dengan kebutuh Perguruan Tinggi.

2. Kolom "Bidang Ilmu Kepakaran/Ranting Ilmu"
3. Bisa diisi sampai level Cabang Ilmu (A), pengembangan bidang ilmu

kepakaran (A1) atau dibawahnya (A1.1, A1.1.1 dan seterusnya)

selama sesuai kebutuhan kepakaran di Perguruan Tinggi.
PANDUAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

1. Unsur Utama
Tabel. Pe Pelaksanaan dan Kredit

Batas
matslmal

diakui

Angka
KredltI[o. Komponen Kegiatan Bulrti Kegiatau

(6)(4) (s)(1) (21

KEGIATAN PENDIDII{AN

A PENDTDIKAN

I.
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No. Komponen Kegiatau Bukti Kegiatan
Batas

maLsimd
dialrut

Argka
Kredit

1 Mengikuti pendidikan formal dan
memperoleh
gelar/ sebutan I ijaz,ah:

a. Doktor/sederajat Bukti tugas/izin
belajar dan pindai
ijazah asli

1/periode
penilaian

200

b. Magister/sederajat Bukti tugas/izin
belajar dan pindai
ijazah asli

1/periode
penilaian

150

2 Mengikuti diklat prajabatan
golongan III

Bukti tugas/izin
belajar dan pindai
ijazah asli

1/periode
penilaian

3

B PELAKSANAAN PENDIDII(AN

1 Melaksanakan
perkuliahanltutoiall
perkuliahan praktikum dan
membimbing,menguji serta
menyelenggarakan pendidikan di
laboratorium, praktik keguruan,
bengkel/ studio/ kebun
percobaan/ teknologi pengajaran
dan praktik lapangan (setiap
semester):

1. Asisten Ahli untuk: Pindai SK penugasan
asli dan bukti kineda

a. beban mengajar 10 sks
pertama

5 0 5

b. beban mengajar 2 sks
berikutnya

0,5 o,25

2. l,ektor I l,ektor Kepala/ Guru
Besar

untuk:

Pindai SK penugasan
asli dan bukti kineq'a

a. beban mengajar 10 sks
pertama

10/semest
er

1

b. beban mengajar 2 sks
berikutnya

1/ semester 0,5

3. Kegiatan pelaksanaan
pendidikan untuk pendidikan
dokter klinis

1 1 / semest
era. Melakukan pengajaran

untuk peserta pendidikan
dokter melalui tindakan
medik spesialistik

Pindai SK Penugasan
dan bukti kinerja

4
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No. Komponen Kegiatan BuLti Kegiatan
Batas

maLsiaal
dtatut

Angte
Kredlt

b. Melakukan pengajaran
Konsultasi spesialis kepada
peserta pendidikan dokter

Pindai SK Penugasan
dan bukti kinerja

2

c. Melakukan pemeriksaan
luar dengan pembimbingan
terhadap peserta
pendidikan dokter

Pindai SK Penugasan
dan bukti kine{a

2

d. Melakukan pemeriksaan
dalam dengan
pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter

Pindai SK Penugasan
dan bukti kinerja

3

e. Menjadi saksi ahli dengan
pembimbingan terhadap
peserta pendidikan dokter

Pindai SK Penugasan
dan bukti kinerja

1

2 Membimbing seminar mahasiswa
(setiap semesterl

Pindai SK penugasan
asli dan bukti kinerja

1

3 Membimbing KKN, Praktik Kerja
Nyata, Praktik Keda Lapangan
(setiap semester)

Pindai SK penugasan
asli dan bukti kinerja

1

4 Membimbing dan ikut
membimbing dalam menghasilkan
disertasi, tesis, skripsi dan
laporan akhir studi yang sesuai
bidang penugasannya:

1. Pembimbing Utama per orang
(setiap mahasiswa):

a. Disertasi Pindai lembar
pengesahan dan
bukti kinerja

4lulusan
/semester

8

b. Tesis Pindai lembar
pengesahan dan
bukti kineda

6lulusan
/semester

3

c. Skripsi Pindai lembar
pengesahan dan
bukti kinerja

8lulusan
/semester

1

d. Laporan akhir studi Pindai lembar
pengesahan dan
bukti kineda

10 lulusan
/semester

1

2. Pembimbing Pendampinel
Pembantu per orang {setiap
mahaslswa):

a. Disertasi Pindai lembar
pengesahan dan
bukti kinerja

4lulusan

/ semester

6
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No. Komponen Kegiatan Buhi Kegiatan
Batas

maLstmal
diahf

AlgLa
Kredtt

b. Tesis Pindai lembar
pengesahan dan
bukti kinerja

6lulusan
/semester

2

c. Skripsi Pindai lembar
pengesahan dan
bukti kinerja

8lulusan
/semester

0 5

d. Laporan akhir studi Pindai lembar
pengesahan dan
bukti kinerja

1O lulusan
/semester

0 5

5 Bertugas sebagai penguji pada
ujian akhir/Profesi* (setiap
mahaslswa):

1. Ketua penguji Pindai SK
penugasan, bukti
kineda dan
undangan

4lulusan
/semester

1

2. Anggota penguji Pindai SK
penugasan, bukti
kinerja dan
undangan

8lulusan
/semester

0,5

6 Membina kegiatan mahasiswa di
bidang akademik dan
kemahasiswaan, termasuk dalam
kegiatan ini adalah membimbing
mahasiswa menghasilkan produk
saintifik (setiap semester)

Pindai SK
penugasan, dan
bukti kinerja

2 kegiatan
/ semester

2

7 Mengembangkan program kuliah
yang mempunyai nilai
kebaharuan metode atau
substansi (setiap produk)

File produk 1 mata
kuliah

/semester

2

8 Mengembangkan bahan
pengajaran I bahan kuliah yang
mempunyai nilai kebaharuan
(setiap produk),

1. Buku ajar File produk 1

buku/tahu
n

20

2. Diktat,Modul, Petunjuk
praktikum,

Model, Alat bantu, Audio
visual, Naskah tutorial, Job
sheet praktilatm terkait dengan
mata kuliah yang diampu

File produk 1 produk
/semester

5

9 Menyampaikan orasi ilmiah di
tingkat perguruan tinggi

File produk 2 orasi

/semester
5

10 Menduduki jabatan pimpinan
perguruan tinggi sesuai tugas

l jabatan/
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No. Komponen Kegiatan Buktt Kegiatan
Batas

matsimal
diakut

Ategka
Kredit

pokok, fungsi dan kewenangan
dan/atau setara (setlap
semester):

semester

1. Rektor Pindai SK Jabatan 6

2. Wakil rektor/dekan/direktur
program pasca sarjana/ ketua
lembaga

Pindai SK Jabatan 5

3. Ketua sekolah
tinggi/pembantu
dekaniasisten direktur
program pasca
sa{ana/direktur
politeknik/ kepala LLDikti

Pindai SK Jabatan 4

4. Pembantu ketua sekolah
tinggi/ pembantu direktur
politeknik

Pindai SK Jabatan 4

5. Direktur akademi Pindai SK Jabatan 4

6. Pembantu direktur
politeknik, ketua jurusan/
bagian pada universitas/
institut/ sekolah tinggi

Pindai SK Jabatan 3

7. Pembantu direktur
akademi/ketua
jurusan/ketua prodi pada
universitas
/politeknik/akademi,
sekretaris jurusan/ bagian
pada universitas
/institut/ sekolah tinggi

Pindai SK Jabatan 3

8. Sekretaris jurusan pada
politeknik/ akademi dan
kepala laboratorium (bengkel)
universitas/ institut/ sekolah
tinggi / politeknik/ akademi

Pindai SK Jabatan 3

11 Membimbing dosen yang
mempunyai jabatan akademik
lebih rendah setiap semester (bagi
dosen Lektor Kepala ke atasf:

1. Pembimbing
pencangkokan

Pindai SK
Penugasan, dan
bukti kineq'a

1 orang 2

2. Reguler Pindai SK
Penugasan, dan
bukti kinerja

1 orang 1

t2 Melaksanakan kegiatan
detasering dan pencangkokan di
luar institusi tempat bekerja
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* Termasuk dalam kegiatan ini adalah menguji pada pendidikan dokter klinik.
Tabel . Jenis Keglatan dan Angka Kredit paling Tinggt Kegiatan Melaksanakan

Penelltian

No. Kompouen Kegiatan Bukti Kegiatan
Batae

maLsind
drrkui

Angka
Kredit

setiap semester (bagt dosen
Lektor kepala ke atasf:

1. Detasering Pindai SK
Penugasan, dan
bukti kineda

1 orang 5

2. Pencangkokan Pindai SK
Penugasan, dan
bukti kinerja

1 orang 4

13 Melaksanakan pengembangan diri
untuk meningkatkan kompetensi:

1. Lamanya lebih dari 960
jam

Pindai sertifikat asli 15

2. Larnanya antara 641- 960
jam

Pindai sertifikat asli 9

3. Lamanya antara 481- 640
jam

Pindai sertifikat asli 6

4. Lamanya antara 161- 480
jam

Pindai sertifikat asli 3

5. Lamanya antara 81- 160
jam

Pindai sertifikat asli 2

6. Lamanya antara 30
jam

80 Pindai sertifikat asli i

7. Lamanya antara 10 - 30
jam

Pindai sertifikat asli 0,5

No. Jenis Kegiatan Buktt Kegiatan

Angka
I&edlt
Paling
finggi

Batas pergakuan
Maksimum

(1) (2) (3)

c PENELITIAN

1 Menghasilkan karya ilmiah sesuai
dengan bidang ilmunya:

a) Hasil penelitian atau hasil
pemikiran yang dipublikasikan
dalam bentuk buku
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No. Jenis Kegiatan Buktl Kegtatan

Angka
Kredtt
PaItng
Tinggi

Batas Pengakuaa
Uatsimun

1) Buku referensi Pindai halaman
sampul, dan
bukti kinerja

40 1 buku/tahun

2) Monograf Pindai halaman
sampul dan bukti
kinerja

20 1 buku/tahun

b) Hasil penelitian atau hasil
pemikiran dalam buku yang
dipublikasikan dan berisi berbagai
tulisan dari berbagai penulis (book
chapter):

1) Internasional Pindai halaman
sampul, daftar isi
dan bukti kinerja

15 1 buku/tahun

2) Nasional Pindai halaman
sampul, daftar isi
dan bukti kinerja

10 1 buku/tahun

c). Hasil penelitian atau hasil
pemikiran yang dipublikasikan:

Batas kepatutan/
pengakuan
banyaLuya

publikasi di setiap
romor terbitan
paling banyak 2

(dua) arttkel karya
ilmtah

1) Jurnal internasional bereputasi
(terindeks pada database
internasional bereputasi dan
berfaktor dampak)

Pindai halaman
sampul, daftar
isi, dewan
redaksi/ redaksi
pelaksana dan
bukti kinerja

40 Llhat penJelasan
Battr L2.2

Untuk pemenuhan
persyaratan

khusus

2) Jurnal internasional terindeks
pada basis data internasional
bereputasi

Pindai halaman
sampul, daftar
isi, dewan
redaksi/ redaksi
pelaksana dan
bukti kineda

30 Lihat penJelasan
Butlr 12.1

Untuk pemenuhan
persyaratan

khusus

3) Jurnal internasional terindeks
pada basis data internasional
di luar kategori 2)

Pindai halaman
sampul, daftar
isi, redaksi
pelaksana dan
bukti kine{a

20 Termasuk
kedalam

kelompok kriteria
Jurnal lni adalah
Jurnal terlndeks
di llleb of Science

Clarivate
Analytics
Kelompok

Emerglng Sources
Citation Index

(ESCr)
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No. Jenis Kegiatan Bukti Keglatan

AnELe
Kredlt
Paling
Ti'.ggi

Batas Pengakuan
Makslmum

4) a. Jurnal Nasional terakreditasi
Dikti

Pindai halaman
sampul, daftar
isi, dewan
redaksi/ redaksi
pelaksana dan
bukti kinerja

25

b. Jurnal naslonal
terakreditasi
Kemearistekdtkti perlngkat 1

dan 2

25

5) a. Jurnal Naaionalberbahasa
Inggrls atau bahasa resmi
(PBBI terindeks pada basis
data yang dlakul
Kemenrlstekdikti,
contohnya: CABI atau Index
Copernlcus Internatlonal
(ICD.
b. Jurnal naslonal
terakreditasi perlngkat 3 dan
4

Pindai halaman
sampul, dewan
redaksi/ redaksi
pelaksana ,daftar
isi dan bukti
kinerja

20

b. Jurnal nasional
terakredltasl peringkat 3 dan
4

15

6) Jurnal Nasional (Jurnal
nasional di luar poin 5)

10 Paling thggi 2So/o

dari angka kredit
unsur penelitian
yang diperlukan
untuk pengusulan
ke Lektor Kepala
dan Guru Besar

7) Jurnal ilmiah yang ditulis
dalam Bahasa Resmi PBB
namun tidak memenuhi syarat-
syarat sebagai jurnal ilmiah
internasional

10

2 Hasil penelitian atau hasil pemikiran
yang didesiminasikan
(Batas kepatutan/ pengakuan
baayaknya publlkasl dt setiap
event/keglatan deseminasi paling
banyak 2 (dua) artlkel karya llmiah

a. Dipresentasikan secara oral
dan dimuat dalam prosiding yang
dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):

1f. Internasional terlndeks pada
SclmagoJr dan Scopus

Pindai halaman
sampul, Panitia
pelaksana,
Panitia pengarah,

30

Jumlah angka
kredlt karya
ilmiah butlr;
2.a.4;2.b.2;2.c.2;
dan 2.d,.2; paling
ttnggt 25o/o darl
angka kredit
unsur peaelitian
yang dlperlukan
untuk pengusulan
ke Lektor Kepala
dan Gunr Besar
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No. Jenis Keglatan Bukti Kegiatan

Angka
Kredlt
Paling
Tfnggi

Batas Peagatuan
Makslmum

daftar isi dan
bukti kinerja

2f . Internaslonal terlndeks
pada SCOPUS, IEEE Explore,
SPIE

Pindai halaman
sampul, Panitia
pelaksana,
Panitia pengarah,
daftar isi dan
bukti kinerja

25 Untuk semlnar
internasional
lainnya dapat
diusulkan oleh
kelompok bldang
llmu

3). Internasional Pindai halaman
sampul, Panitia
pelaksana,
Panitia pengarah,
daftar isi dan
bukti kinerja

15

4). Nasional Pindai halaman
sampul, Panitia
Pelaksana,
Panitia pengarah,
daftar isi dan
bukti kinerja

10

b. Disajikan dalam bentuk poster
dan dimuat dalam prosiding yang
dipublikasikan:

1). Internasional Pindai poster,
Panitia
Pelaksana,
Panitia Pengarah
daftar isi dan
buku panduan

10

2). Nasional Pindai poster,
Panitia
Pelaksana,
Panitia pengarah,
daftar isi dan
buku panduan

5

a. Disajikan dalam
seminar/ simposium/ lokakarya,
tetapi tidak dimuat dalam
prosiding yang dipublikasikan:

1) Internasional Pindai bukti
kehadiran atau
sertifikat dan
bukti kinerja,
Panitia

5

2) Nasional Pindai bukti
kehadiran atau

3
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No. Jenis Keglatan Bukti Kegiatan

Angka
Kredit
Pallng
Ti-ggl

Batas PengaLuan
lf,alslnum

sertifikat dan
bukti kineda

b. Hasil penelitian/pemikiran yang
tidak disajikan dalam seminar/
simposium/ lokakarya, tetapi
dimuat dalam prosiding:

1) Internasional Pindai halaman
sampul, daftar isi
makalah, dan
bukti kineq'a

10

2) Nasional Pindai halaman
sampul, daftar isi
makalah, dan
bukti kine{a

5

e. Hasil penelitian/pemikiran yang
disajikan dalam koranf majalah
populer/umum

Pindai halaman
sampul dan bukti
kinerja

1
Juml,ah angka
Lredit karya
ilmiah butir 2.e
dan 3 pallng
banyak 5% dari
aagka kredit
unsur penelitian
untuk pengaJuan
ke eemua Jeqiang

3 Hasil penelitian atau pemikiran atau
kerjasama industri yang tidak
dipublikasikan (tersimpan dalam
perpustakaan) yang dilakukan
secara melembaga

Pindai halaman
sampul, daftar
isi, lembar
pengesahan dan
bukti kinerja

2

4 Menerj emahkan / menyadur buku
ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)

Pindai halaman
sampul dan bukti
kinerja yang
dapat diakses
oleh asesor

15

5 Mengedit/ menyunting karya ilmiah
dalam bentuk buku yang diterbitkan
(ber ISBN)

Pindai halaman
sampul dan bukti
kinerja yang
dapat diakses
oleh asesor

10

6 Membuat ra.ncangan dan karya
teknologi yang dipatenkan atau seni
yang terdaftar di HaKI secara
nasional atau internasional

a) Internasional yang sudah
diimplementasikan di
industri
(paling sedikit diakui oleh 4
Negara)

Pindai bukti
kinerja dan
sertifikat paten

60
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No. Jenis Kegiatan Bulrtl Keglatan

Aagka
Kredit
Paling
Tinggi

Batas Pengakuan
MaLslmum

b) Internasional
(paling sedikit diakui oleh 4
Negara)

Pindai bukti
kinerja dan
sertifikat paten

50

c) Nasional (yang sudah
diimplementasikan di
industri)

Pindai bukti
kinerja (produk
dan efisiensi) dan
sertifikat paten

40

d) Nasional Pindai bukti
kinerja dan
sertifikat paten

30

ef Nasional, dalam bentuk
paten sederhana yang telah
memiliki sertlllkat dari
Dlrektorat Jenderal
Kekayaan Intelektual,
Kemenkumham;

Pindai bukti
kineq'a dan
sertifikat paten

20

0 Karya clptaan, desain
industrl, tndlkast geografis
yang telah memiliki
sertlflkat dari Direktorat
Jenderal Kekayaan
Intelektual,
Kemenkumham;

g) Ihrya cipta berupa bahan
pengqfaran (butu aJar,
modul, dan lalnnya) yang
telah mendapatkan
settlllkat katya cipta dari
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual,
Kemenkumham maka karya
cipta tersebut tidak dapat
dtaJuLaa sebagal bukti
kegiatan melaksanakan
penelitian.

Pindai bukti
kinerja dan
sertifikat dari
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual,
Kemenkumham

15 I karyal semester

7 Membuat rancangan dan karya
teknologi yang tidak dipatenkan;
rancangan dan karya seni
monumental yang tidak terdaftar di
HKI tetapi telah dipresentasikan
pada forum yang teragenda :

a). Tingkat Internaslonal Pindai bukti
kinerja, peer
review
internasional
sesuai bidang
ilmu

b). Tingkat Nasional Pindai bukti
kinerja, peer

15

20
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No. Jenis Kegiatan Bukti Kegiataa

Angka
Kredit
Paling
Ti"ggi

Batas Pengakuan
Maksimum

review sesuai
bidang ilmu

c). Tingkat Lokal Pindai bukti
kinerja, peer
review sesuai
bidang ilmu

10

8 Membuat rancangan dan karya seni
yang tidak terdaftar HKI*)

Pindai bukti
kinerja, peer
review sesuai
bidang ilmu

*
) Rincian karya dan

angka kredit
terdapat pada

lampiran 1

Tabel. dan nilai kre

No. Komponen Kegiatan

Angka
Kredit
Paling
Tinggi

D PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAI{AT

1 Menduduki jabatan pimpinan pada
lembaga pemerintahan/ pejabat negara yang harus dibebaskan
dari jabatan organiknya tiap semester.

5,5

) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri setiap
program.

3

Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada
masyarakat, terJadwal/ terprogram:

1) Dalam satu semester atau lebih

a) Tingkat Internasional tiap program 4

b) Tingkat Nasional, tiap program 3

c)Tingkat Lokal, tiap program 2

2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan

a) Tingkat Internasional : tiap program 3

b) Tingkat Nasional, tiap program 2

c) Tingkat Lokal, tiap program I

3

d) Insidental, tiap kegiatan/program i

Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang
menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan

4

a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program 1,5
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No. Komponen Keglatan

Angka
I&edit
Paltng
Ttnggt

D PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

b. Berdasarkan penugasan lembaga terguruan tinggi, tiap
program 1

c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program 0 , 5

5 Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak
dipublikasikan, tiap karya 3

6 Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada
masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari
luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap
karya

5

7 Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per
tahun)*

a. a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah
internasional 1

b. b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah
nasional 0 5

(*) Diakui pada satu jurnal

2. Unsur Penunjang
Tabel. dan nllai kre

![o. Komponen Kegiatan

AngLa
Kredit
Pafing
Tinggi

E UNSUR PENUNJANG

1 Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan
Tinggi

a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun 3

b. Sebagai Anggota, tiap tahun 2

2 Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah

a. Panitia Pusat, sebagai

1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan 3

2) Anggota, tiap kepanitiaan 2

b. Panitia Daerah, sebagai

1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan 2

2) Anggota, tiap kepanitiaan 1
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Komponen Kegiatan

Argta
Kredtt
Paltng
Ttnggt

E UNSUR PENUNJANG

3 Menjadi anggota organisasi profesi

a. Tingkat Internasional, sebagai

1) Pengurus, tiap periode jabatan** 2

2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan* 1

3) Anggota, tiap periode jabatan* 0,5

b. Tingkat Nasional, sebagai :

1) Pengurus, tiap periode jabatan 1 , 5

2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan 1

3) Anggota, tiap periode jabatan 0 , 5

4 Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam
Panitia Antar Lembaga, tlap kepanltlaaa 1

5 Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional

a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan J

b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan 2

6 Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah

a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai

1) Ketua, tiap kegiatan 3

2) 2) Anggota/peserta, tiap kegiatan 2

b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai

1) Ketua, tiap kegiatan 2

2) Anggota/peserta, tiap kegiatan 1

7 Mendapat tanda jasa/ penghargaan

1. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 30 tahun 3

). Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 20 tahun 2

Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 10 tahun 1

d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan 5

e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan 3

I[o.
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*Per tahun
**pengurus merangkap anggota

PENUTUP
Demikian petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan
pengembangan profesi dan karier dosen ini disusun agar dapat
memeberikan kepastian hukum dalam pelayanan karier dosen.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

NADIEM ANWAR MAKARIM
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum

terian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Ineke ndraswati

No. Komponen Kegiatan

Angka
Kredit
Paling
Tinggi

E UNSUR PENUNJANG

f. Tingkat Daerahll,okal, tiap tanda jasa/penghargaan 1

8 Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

a. Buku SMTA atau setingkat, tiap buku 5

b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku 5

c. Buku SD atau setingkat, tiap buku 5

9 Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora

a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali 5

b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali 3

c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali 1

10
Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap
semester)

0,5

I
NrP 1 97809262000 12200 I
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Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
 
TTD.
 
Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001




